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ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis besar kontribusi Pajak 
Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang periode tahun 
1996 sampai dengan 2006. Sebagaimana diketahui bahwa kontribusi Pajak 
Reklame merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dari penerimaan 
daerah di Kota Palembang.

Ruang lingkup penelitian ini pembahasannya mengenai analisis Kontribusi 
Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Data 
yang digunakan pada metode ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan 
Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Palembang serta dari berbagai literatur yang ada di samping jurnal, majalah, dan 
hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa kontribusi Pajak Reklame terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang periode tahun 1996 sampai 
dengan 2006 adalah rata-rata sebesar 3,18 persen pertahunnya. Nilai efektivitas 
dan efisiensi Pajak Reklame Kota Palembang adalah efisien dengan tingkat 
efektivitas yang efektif dalam pemungutannya.

Kata-kata kunci: Penerimaan Pajak Reklame, Kontribusi, Efektivitas dan 
Efisiensi

*
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ABSTRACT

This research is to analyze how big The Advertisement Tax contribution to 
The Region Original Revenue of Palembang in 1996 until 2006. As far as it 
revealed indeed that the contribution of Advertisement Tax is one of revenue 
source from The Region Revenue of Palembang.

This research scope is discussing about Advertisement Tax Contribution 
analysis to The Region Original Revenue of Palembang. The data which was used 
in this method is secondary data that collected from Statistical Center Institution 
of South Sumatera and The Palembang’s Government Institution of Revenue 
included many literature such as joumals, magazines, and the latest research that 
connected to this research.

In accordance of the analysis, it could be concluded that Advertisement Tax 
contribution to The Region Original Revenue of Palembang in 1996 until 2006 is 
about 3,18 percentages each year. The effectivity value and efficiency of 
Palembang’s is truly efficient folio w with the effectivity level in the processed of 
collecting.

Key words: Advertisement Tax Revenue, Contribution, Effectivity and 
Efficiency.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai wilayah yang 

sangat luas. Dengan luasnya wilayah yang dimiliki, pemerintah pusat memiliki 

banyak kesulitan dalam melaksanakan pemerataan pembangunan. Akibatnya 

banyak daerah-daerah yang merasa tidak puas dengan pembangunan yang ada. 

Mereka merasa bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak adil dan merata, 

maka beberapa daerah di Indonesia menuntut untuk diberikan kewenangan dalam 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Setelah reformasi pada tahun 1999, negara Indonesia mengganti sistem

pemerintahannya dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Dalam sistem

pemerintahan yang bertingkat (desentralisasi), birokrat pada tingkat bawah

memiliki pengetahuan/kepedulian yang lebih tinggi tentang keinginan 

penduduknya jika dibandingkan dengan sistem sentralisasi. Melalui desentralisasi,

secara umum akan dapat menumbuhkan inovasi dan menghasilkan eksperimentasi

barang-barang publik (Hartantri; 2006: 13).

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundan-undangan (Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat 5).
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kesatuanadalahDaerah otonom selanjutnya disebut daerah, 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berrdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat 6).

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah mulai 

dilaksanakan sejak 1 Januari 2000. Kemudian disempurnakan dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah 

telah memberikan ruangan bagi daerah dalam bentuk hak, wewenang dan 

kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Secara lebih khusus lagi, inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah 

terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan 

pemerintahan sendiri atas prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat 

dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya (Mardiasmo; 2002: 5).

Makin luas otonomi yang diberikan (dan diterima baik oleh suatu daerah), 

makin besar tanggung jawab daerah dan tentu saja juga makin besar biaya 

penyelenggaraannya. Pemerintah daerah harus mencari sumber-sumber keuangan 

daerahnya untuk menutupi biaya yang besar tersebut, misalnya dari Pajak Daerah. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengatur pajak-pajak yang dilimpahkan 

kepada daerah, baik dalam pemungutannya maupun dalam perolehan dan

2



pemanfaatannya, serta diatur pelimpahan dan pembagian hasil pemungutan pajak 

tertentu. Makin luas otonomi yang diberikan kepada daerah, makin besar pula 

sumber-sumber keuangan yang dibutuhkan daerah, karena salah satu ciri 

kemampuan daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi ditentukan oleh 

kemampuan daerah di bidang keuangan daerah.

Untuk mencapai berhasilnya usaha peningkatan penerimaan suatu negara atau 

daerah menurut Anwar Nasution (2001: 26) ada 4 (empat) hal pokok yang harus

dilakukan oleh pemerintah, yaitu :

1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Pajak.

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan aparat pemerintah pada

masyarakat.

3. Perbaikan sistem pembukuan perorangan dan badan-badan usaha.

4. Intensifikasi disemua bidang yang menunjang tercapainya penerimaan

negara atau daerah secara efisien.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan sumber-sumber

keuangan daerah yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:

a. Hasil Pajak Daerah.

b. Hasil Retribusi Daerah

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah.
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Dana Perimbangan, meliputi:2.

a. Bagi Hasil Pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PPh Orang 

Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Air

Bawah Tanah dan Permukaan.

b. Bagi Hasil Bukan Pajak, yaitu Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan

Gas Alam dan Pertambangan Umum.

c. Dana Alokasi Umum (DAU) ditentukan berdasarkan formula khusus.

d. Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan berdasarkan persetujuan

Pemerintah Pusat.

Pinjaman Daerah.3.

4. Lain-lain pendapatan yang sah.

Sumber keuangan inilah yang menjadi sumber pendapatan bagi daerah, karena 

sumber-sumber keuangan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam 

otonomi daerah dan juga menjadi tolak ukur kemampuan daerah dalam 

menyelenggarakan pemerintahannya.

Salah satu kota di Indonesia yang terus melaksanakan pembangunan adalah 

Kota Palembang. Palembang merupakan kota terbesar di Propinsi Sumatera 

Selatan dan juga sekaligus merupakan Ibu Kota Propinsi Sumatera Selatan. 

Adapun komponen sumber keuangan daerah di Kota Palembang dapat dilihat 

pada Tabel 1.1.
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Tabel 1.1.
Realisasi Penerimaan Kota Palembang 

Tahun 1996 -2006 (dalam persen)

Jenis Penerimaan (Ribu rupiah)

Pertumbuhan
Penerimaan

(%)

Pendapatan Asli 
Daerah (PA D) :

Pajak Daerah, Retribusi 
Daerah, Laba BUMN, 
Penerimaan Lain-lain

Jumlah penerimaan 
(Ribu Rupiah)Bukan PAD :

Bagi Hasil Pajak/Bukan 
Pajak

Tahun

30.216.618. 221,7217. 995. 294. 069, 3815. 955. 798. 021,431996
20, 0336. 270. 083.330, 1319. 194. 796. 438, 7717. 075. 287.016, 341997
-7, 2233. 649. 526. 040, 2715. 133. 344. 607,5518.516. 181.432, 691998
11,4637. 505.317.711,7215. 587. 982. 365, 8521.917. 335. 345, 861999
-1,4036. 979. 397. 556, 0614. 564. 587.387, 4922.414.810. 168, 192000

224, 17119. 876. 248. 434, 2682.911.954. 404, 7636. 964. 294. 029, 502001
34, 54161.282. 488. 800, 54107. 246. 058. 229, 8654. 036.430. 570,682002

168. 749. 247. 804, 65 4, 63101.597. 430. 798,0067. 151.817. 006, 652003
12, 10189. 166. 034.710, 50122.353.762. 666,0066.812. 272. 044, 502004
45, 97273. 380. 188. 304, 87187. 280. 082. 856,6686. 100. 105.448,212005

303. 384. 930.810, 53 10, 97206. 182. 079. 832, 1697. 202. 850. 978, 372006
35, 52Rata rata

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang (data diolah).

Penerimaan Kota Palembang secara garis besar terbagi atas 2 (dua) bagian,

yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bukan Pendapatan Asli Daerah (bukan

PAD). PAD berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Badan Usaha

Milik Negara, dan penerimaan lain-lain. Sedangkan bukan PAD berasal dari Dana 

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan Kota Palembang dari 

tahun 1996 sampai tahun 2006 cenderung berfluktuatif. Pertumbuhan tertinggi 

terjadi pada tahun 2001, yaitu sebesar 224,17 persen. Hal tersebut dikarenakan 

adanya penambahan sektor-sektor dalam pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. 

Adanya penambahan sektor-sektor dalam Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 

tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan Kota Palembang. 

Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 1998 yaitu, sebesar -7,22 persen. Hal ini
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disebabkan karena adanya krisis moneter yang berdampak terhadap penurunan 

daerah Kota Palembang. Rata-rata pertumbuhan penerimaan Kota 

Palembang dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2006 adalah sebesar 35,52

penerimaan

persen.

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dijelaskan perbedaan 

antara jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh propinsi dan jenis pajak yang 

dipungut oleh kabupaten/kota. Pajak Propinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) jenis 

pajak, yaitu:

1) Pajak Kendaran Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB - KAA).

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

(BBNKB - KAA).

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

4) Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT - AP).

Jenis Pajak Propinsi bersifat limitatif yang berarti propinsi tidak dapat

memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan dan hanya dapat menambah

retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam UU (Undang-

Undang).

Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh propinsi terkait 

dengan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom yang terbatas hanya meliputi 

kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah 

kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu. Namun 

demikian, dalam pelaksanaannya propinsi dapat tidak memungut jenis pajak yang 

telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai. Berkaitan
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dengan besarnya tarif, berlaku definitif untuk Pajak Propinsi yang ditetapkan 

secara seragam di seluruh Indonesia (Kumiawan; 2006: 7).

Pemerintah daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk memungut jenis 

pajak daerahnya secara otonom. Ada 7 (tujuh) jenis pajak daerah yang dipungut 

oleh Pemerintah Kota Palembang (Kumiawan; 2006: 7), yaitu:

Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel.1)

2) Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran.

3) Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.

4) Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.

5) Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan

ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan,

yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yaitu pajak atas kegiatan

pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

7) Pajak Parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat 

parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
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Berikut ini disajikan tabel komposisi penerimaan Pajak Daerah Kota 

Palembang menurut jenisnya dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006.

Tabel 1. 2.
Komposisi Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenisnya 
di Kota Palembang Tahun 2002 - 2006 (dalam Rupiah)

TahunJenis Pajak 
daerah

N
20062005200420032002o

4 535 807 247. 004. 126 245 223,003 200. 124 002,002. 764 373 478.002. 291 614 485.00Pajak HotdI
8 693 872 955. 807 292 356 990.006 148 773 092. 005.012 495 124.004. 276 700. 445. 002 Pajak Restoran
I 793 524 705.00I 553 294 553.001.410 066 162.001.031. 164.023,00983 902 027. 00Pajak Hiburan3
3. 628 407 134.003 003 065. 464.002. 158. 479 617.001 227. 527 626.00962 456 306. 00Pajak Reklame4

24 844 879 752, 0020 561 800 016,0018 082.735 887, 50Pajak Penerangan 
Jalan _________

15. 292. 903 491.2513. 545.068. 876,005

Pajak
Pengambilan 
Bahan GaJian 
Gol C

507. 830 032,00550 611.336.00373.027.812,00230. 651.368.00200. 862. 826,006

1 053 027 000.00775 328 560. 00529 993 700, 00477 038 966. 00342 167 755.00Pajak Parkir7
45- 057. 348. 825, 8037. 862. 702.142,0031.903. 200.332,5026. 036. 154. 076,2522. 602. 772. 720. 00Jumlah

Sumber: Dipenda Kota Palembang, Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 2002 - 2006

Berdasarkan Tabel 1. 2 terlihat bahwa penerimaan Pajak Daerah Kota

Palembang dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 mengalami peningkatan.

Tabel 1. 2 menunjukkan bahwa Pajak Reklame menempati urutan keempat jenis

Pajak Daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pajak

Daerah di Kota Palembang. Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7

Tahun 2001, Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan

reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk 

corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, 

menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk 

menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan 

atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali 

yang dilakukan oleh pemerintah. Penerimaan Pajak Reklame Kota Palembang 

mengalami peningkatan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006.
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Penyelenggaraan reklame di Kota Palembang sangat dibutuhkan oleh pelaku 

kegiatan usaha. Mereka membutuhkan reklame agar produksi barang atau jasa 

yang dihasilkannya dapat diketahui dan dikonsumsi oleh masyarakat. Beragam 

jenis reklame menghiasi hampir di setiap sudut Kota Palembang. Semakin banyak 

Objek Pajak Reklame, maka semakin banyak penerimaan daerah dari Pajak 

Reklame yang bisa diterima sebagai kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kota Palembang.

Dengan adanya fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kontribusi

Pajak Reklame di Kota Palembang. Kontribusi pajak adalah salah satu cara untuk

melihat seberapa besar sumbangan pajak, terutama Pajak Reklame terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar sumbangan sektor pajak, maka

akan semakin besar pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu

juga ingin meneliti upaya efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak tersebut.

1. 2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan permasalahan 

yang akan dibahas, yaitu:

1. Berapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

(P AD) Kota Palembang ?

2. Apakah pemungutan Pajak Reklame di Kota Palembang dilaksanakan 

secara efektif dan efisien ?
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1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi Pajak Reklame di Kota

Palembang.

1. 4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Sebagai informasi ilmiah bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan

menjadi bahan acuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi melalui berbagai pendekatan / teoritis, temuan, dan penelitian

lanjutan mengenai Pajak Reklame.

2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat, pemerintah, dan 

instansi terkait dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah di bidang

Pajak Reklame di Kota Palembang.

1. 5 Metode Penelitian

1. 5.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Kota Palembang, di mana fokus 

pembahasannya mengenai kontribusi penerimaan Objek Pajak Reklame Kota 

Palembang terhadap total penerimaan Pajak Reklame Kota Palembang dari tahun 

2002 sampai dengan tahun 2006, penerimaan dan pertumbuhan Pajak Reklame
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Palembang dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, kontribusi 

Pajak Reklame Kota Palembang terhadap penerimaan Pajak Daerah 

Kota Palembang dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2006, kontribusi 

Pajak Reklame Kota Palembang terhadap penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tahun 1996 - 2006 serta melihat tingkat 

efektivitas dan efisiensi pemungutannya. Waktu yang digunakan untuk penelitian 

ini adalah selama 1 (satu) tahun, yaitu dari bulan mei 2006 sampai dengan bulan 

mei 2007.

Kota

penerimaan

penerimaan

1. 5. 2. Variabel Penelitian

Untuk memudahkan analisis, batasan variabel yang dibahas dalam penelitian

ini adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari

sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari: Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, bagian laba BUMN, penerimaan dari dinas-dinas, dan

penerimaan lainnya.

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan

pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah

tangga pemerintah daerah tersebut.

c. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame 

adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk corak 

ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, 

menganjurkan atau memujikan suatu barang atau jasa, ataupun untuk 

menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa yang ditempatkan
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atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh 

kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

umum

d. Kontribusi adalah sumbangan baik berupa persentase, jumlah ataupun nilai 

baik dalam bentuk material maupun finansial. Dalam penelitian ini 

kontribusi yang dimaksud adalah sumbangan penerimaan Pajak Reklame 

terhadap penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kota Palembang. Satuan yang digunakan adalah persentase.

e. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara realisasi penerimaan Pajak

Reklame terhadap target penerimaan Pajak Reklame. Dalam penelitian ini,

satuan yang digunakan adalah persentase.

f. Efisiensi adalah mengukur bagian dari Pajak Reklame yang digunakan

untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan. Dalam

penelitian ini, satuan yang digunakan adalah persentase.

1. 5.3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berbentuk “time series” dalam kurun waktu 11 (sebelas) tahun, yaitu dari tahun 

1996 sampai dengan tahun 2006 untuk data mengenai Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Palembang dan data mengenai pertumbuhan ekonomi Kota 

Palembang dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2004. Sumber data diperoleh 

dari beberapa instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian, yaitu: Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. 

Untuk memperoleh data mengenai landasan teori, penelitian sebelumnya dan
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model analisis dilakukan studi pustaka dengan memanfaatkan berbagai literatur 

yang berkaitan dengan penelitian.

1. 5. 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan analisis, yaitu teknik analisis 

kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif'deskriftif digunakan untuk

menjelaskan data pada tabel dan pemecahan permasalahan yang ada dengan 

pendekatan teori yang digunakan. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk 

melihat bagaimana peranan masing-masing variabel yang diteliti dengan 

menggunakan perhitungan matematis. Peralatan analisis yang digunakan adalah:

1. Indikator Kontribusi

Teknik ini digunakan untuk menghitung seberapa besar sumbangan yang

diberikan penerimaan Pajak Reklame terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota

Palembang serta seberapa besar sumbangan yang diberikan penerimaan Pajak

Reklame terhadap PAD Kota Palembang . Adapun rumus yang dikutip dan

digunakan menurut Widodo (1995: 21) adalah:

PR
KpR — X 100 %

PD

di mana:

KpR - Kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap penerimaan Pajak 

Daerah Kota Palembang.

= Penerimaan Pajak Reklame Kota Palembang.

= Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang.

PR

PD
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PR
X 100 %Kpr -

PAD

di mana: 
Kpr = Kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap PAD Kota 

Palembang.
= Penerimaan Pajak Reklame Kota Palembang.

= Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.
PR

PAD

2. Analisis Efektivitas (Hasil Guna) dan Efisiensi (Daya Guna)

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara realisasi 

penerimaan Pajak Reklame terhadap target penerimaan Pajak Reklame. Apabila 

efektivitas dikaitkan dengan pemungutan Pajak Reklame, maka efektivitas adalah 

seberapa besar realisasi penerimaan Pajak Reklame berhasil mencapai dari apa

yang telah ditargetkan. Rumus yang dipakai dan dikutip dari Mardiasmo dan

Makhfatih (2002: 5-6) adalah:

Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Efektivitas = X100%

Target Penerimaan Pajak Reklame

Nilai efektivitas diperoleh dengan kriteria penilaian kineija keuangan yang

disusun dalam tabel berikut.

Tabel t. 3.

Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%) Kriteria
Di atas 100 % Sangat efektif
90 %~ 100% Efektif
80%-90% Cukup efektif
60 % - 80 % Kurang efektif

Kurang dari 60 % Tidak efektif
Sumber Kepmcndagri No. 690. 900. 327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kineija Keuangan
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Sementara itu analisis efisiensi digunakan untuk mengukur bagian dari 

realisasi penerimaan Pajak Reklame yang digunakan dalam menutup biaya 

pemungutan. Apabila biaya pemungutan ditekan serendah mungkin, maka nilai 

efisiensi akan menjadi lebih besar. Rumus yang penulis kutip dari Mardiasmo dan

Makhfatih (2002: 5-6) adalah:

Biaya Pemungutan Pajak Reklame
Efisiensi = X 100%

Realisasi Pemungutan Pajak Reklame

Kriteria yang dipakai untuk mengukur tingkat efisiensi menurut Mahsun

(2006: 187) adalah:

a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100 % (x < 100 %) berarti efisien.

b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100 % (x = 100 %) berarti efisien

berimbang.

c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100 % (x > 100 %) berarti tidak efisien.
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